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TIDAK DIBAYARNYA UANG PENGGANTI OLEH 
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI 

PENGADILAN TIPIKOR KUPANG

Oleh :
Sepriyanto Thobias Tuka1

Abstract
Corruption is an extraordinary crime for causing losses to the state and 
violate the rights of social and economic communities. The model used is also 
increasingly diverse and sophisticated. Corruption has resulted in poverty 
so that the perpetrators of corruption should be subject to punishment for 
compensation. Due to the corruption that occurred during this time in addition 
to harming the country also hamper the continuity of national development. The 
criminal purpose is for the payment of compensation by weighing possible to 
convict the criminals that they are a deterrent as well in order to restore the 
state’s financial loss due to an act of corruption (refer to Article 18 of Law 
No. 31 of 1999). The main problem raised in this study is why the failure to 
apply for compensation to the criminal defendant corruption. The purpose of 
this study was to determine the cause of the failure to apply for compensation 
to the criminal defendant corruption. To collect the data required in this study 
conducted interviews/questionnaires containing gives a list of questions studied 
in accordance with aspects along with literature. The data obtained in the study 
processed and analyzed by descriptive qualitative, solving will contain data 
and documents related to this study. The results of this study are: the judge in 
his decision not to impose criminal defendant payment of compensation to the 
corruption because the judges weigh under Article 18 of Law No. 31 of 1999 
and one by one element in the provision of primary charges that elements of any 
person, element unlawfully, the element acts to enrich themselves or someone 
else or a corporation, or a state financial harm element of the country’s economy, 
the provisions of Article 55 paragraph (1) to-1 of the Criminal Code and the 
provisions of Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code.
 
Keywords: Money Substitutes, State Finance, Corruption.

Abstrak
Korups� merupakan kejahatan luar b�asa karena menyebabkan terjad�nya kerug�an 
negara dan melanggar hak-hak sos�al dan ekonom� masyarakat. Modus yang 
d�gunakan juga semak�n beragam dan cangg�h. Korups� telah mengak�batkan 
kem�sk�nan seh�ngga pelaku korups� harus d�kenakan p�dana pembayaran uang 
penggant�. Ak�bat t�ndak p�dana korups� yang terjad� selama �n� sela�n merug�kan 
negara juga menghambat kelangsungan pembangunan nas�onal. Tujuan p�dana 
pembayaran uang penggant� adalah untuk mem�dana dengan seberat mungk�n 
para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka mengembal�kan keuangan 
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negara yang melayang ak�bat suatu perbuatan korups� (menunjuk pada Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Permasalahan pokok yang d�angkat 
pada penel�t�an �n� adalah mengapa t�dak d�terapkannya p�dana pembayaran 
uang penggant� kepada terdakwa t�ndak p�dana korups�. Adapun tujuan dar� 
penel�t�an �n� adalah untuk mengetahu� penyebab t�dak d�terapkannya p�dana 
pembayaran uang penggant� kepada terdakwa t�ndak p�dana korups�. Untuk 
mengumpulkan data yang d�butuhkan dalam penel�t�an �n� d�lakukan wawancara 
/ member�kan kues�oner yang ber�s� daftar pertanyaan sesua� dengan aspek 
yang d�tel�t� beserta stud� pustaka. Data yang d�peroleh dalam penel�t�an d�olah 
kemud�an d�anal�s�s secara deskr�pt�f kual�tat�f, pemecahan akan ber�s� data 
dan dokumen yang berka�tan dengan penel�t�an �n�. Has�l dar� penel�t�an �n� 
antara la�n : hak�m dalam putusannya t�dak menjatuhkan p�dana pembayaran 
uang penggant� kepada terdakwa t�ndak p�dana korups� karena majel�s hak�m 
men�mbang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 satu 
per satu unsur dan ketentuan dalam dakwaan pr�mer ya�tu unsur set�ap orang, 
unsur secara melawan hukum, unsur melakukan perbuatan memperkaya d�r� 
send�r� atau orang la�n atau suatu korporas�, unsur merug�kan keuangan negara 
atau perekonom�an negara, ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan 
Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Kata Kunc� : Uang Pengganti, Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.

I. PENDAHULUAN 
Korups� merupakan kejahatan 

luar b�asa karena menyebabkan 
terjad�nya kerug�an negara dan 
melanggar hak-hak sos�al dan ekonom� 
masyarakat. Modus yang d�gunakan 
juga semak�n beragam dan cangg�h. 
Oleh karena �tu d�keluarkan Undang-
Undang No.30 Tahun 2002 yang 
menjad� dasar pembentukan Kom�s� 
Pemberantasan Korups� (KPK) untuk 
melakukan tugas pemberantasan 
korups� d� Indones�a. Pemberantasan 
korups� t�dak dapat d�lakukan oleh 
KPK dan penegak hukum saja, 
tetap� juga memerlukan s�nerg� dan 
kesamaan perseps� dar� seluruh 
komponen bangsa. D� s�n�, peran serta 
masyarakat mem�l�k� art� pent�ng 
dalam strateg� pemberantasan korups�. 
Pada keg�atan yang s�fatnya repres�f, 
masyarakat dapat langsung menjad� 

pelapor dugaan t�ndak p�dana korups� 
terutama d� b�rokras� dan layanan 
publ�k sedangkan dar� s�s� prevent�f, 
t�ndakan utama pemberantasan 
korups� dapat d�mula� dar� kesadaran 
d�r� mas�ng-mas�ng untuk mematuh� 
hukum dan menjauh� t�ndakan 
korupt�f. Masyarakat pada umumnya 
ant� korups�, namun pada real�tanya 
ser�ng kal� melakukan t�ndakan yang 
korupt�f atau d�manfaatkan oleh p�hak-
p�hak tertentu menjad� lahan korups�.

Uang penggant� sebaga� p�dana 
tambahan dalam perkara korups� 
harus d�paham� sebaga� bag�an dar� 
upaya pem�danaan terhadap mereka 
yang melakukan t�ndak p�dana 
korups�. Korups� telah mengak�batkan 
kem�sk�nan seh�ngga pelaku korups� 
harus d�kenakan p�dana pembayaran 
uang penggant� ak�bat t�ndak p�dana 
korups� yang terjad� selama �n� sela�n 
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merug�kan keuangan negara dan 
perekonom�an negara juga menghambat 
kelangsungan pembangunan nas�onal. 
Tujuan p�dana pembayaran uang 
penggant� adalah untuk mem�dana 
dengan seberat mungk�n para koruptor 
agar mereka jera serta dalam rangka 
mengendal�kan keuangan Negara 
yang melayang ak�bat suatu perbuatan 
korups�. Salah satu unsur dalam t�ndak 
p�dana korups�  d� dalam Pasal 2 dan 
3 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 
jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 
�alah  adanya  kerug�an keuangan   
negara/perekonom�an negara Konse-
kuens�nya, pemberantasan korups� 
t�dak semata mata bertujuan agar 
koruptor d�jatuh� p�dana penjara saja, 
tetap� harus juga dapat mengembal�kan 
kerug�an keuangan negara yang telah 
d� korups�. Pengembal�an keuangan 
negara d�harapkan mampu menutup� 
ket�dakmampuan negara dalam 
memb�aya� berbaga� aspek yang sangat 
d�butuhkan.

Menunjuk pada Pasal 18 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
j�ka terp�dana t�dak membayar uang 
penggant� dalam waktu sebulan setelah 
putusan hak�m berkekuatan hukum 
tetap, harta bendanya dapat d�s�ta 
jaksa dan d�lelang untuk menutup� 
uang penggant�. J�ka terp�dana 
t�dak mempunya� harta benda yang 
mencukup� untuk membayar uang 
penggant� maka d�p�dana penjara 
yang lamanya t�dak meleb�h� ancaman 
p�dana pokok. Untuk solus� terhadap 
masalah �n� pernah d�usulkan agar d� 
m�ntakan fatwa Mahkamah Agung 

yang tujuannya adalah agar ada pay�ng 
hukum terhadap masalah �n�. Pada 
tahun 2012 dar� data pada Pengad�lan 
T�p�kor Kupang d�ketahu� telah terjad� 
42 kasus korups� sedangkan pada tahun 
2013 men�ngkat menjad� 45 kasus. 
Adapun penyebab Pengad�lan T�p�kor 
Kupang t�dak menjatuhkan p�dana 
pembayaran uang penggant� kepada 
terdakwa t�ndak p�dana korups� antara 
la�n : 
a. Pengad�lan berpatokan pada 

Undang-Undang terutama unsur 
pasal yang d�dakwakan kepada 
terdakwa.

b. Terdakwa telah mengembal�kan 
uang kerug�an m�l�k Negara.

c. Terdakwa t�dak men�kmat� 
kerug�an negara. 

Kegagalan dalam pemberantasan 
t�ndak p�dana korups� adalah 
kegagalan dalam penegakan hukum. 
Efekt�f�tas dalam penegakan hukum 
ada dua hal yang sangat pent�ng untuk 
d�perhat�kan ya�tu pertama faktor 
hukumnya dan yang kedua ya�tu faktor 
penegak hukumnya. Kedua faktor �n� 
yang menentukan efekt�f�tas dalam 
pemberantasan t�ndak p�dana korups�.
Berdasarkan ura�an d� atas, penul�s 
dalam hal �n� membuat rumusan 
permasalahan adalah pertama 
mengapa t�dak d�terapkannya p�dana 
pembayaran uang penggant� kepada 
terdakwa t�ndak p�dana korups�. Kedua 
baga�mana bentuk sanks� p�dana yang 
d�terapkan pada terdakwa t�ndak 
p�dana korups� yang t�dak membayar 
uang penggant�.
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 Or�s�nal�tas penel�t�an berda-
sarkan �nformas� yang ada dan 
dar� penelusuran yang d�lakukan 
d� perpustakaan Un�vers�tas, maka 
penel�t�an dengan judul T�dak 
D�bayarnya Uang Penggant� Oleh 
Terdakwa T�ndak P�dana Korups� 
d� Pengad�lan TIPIKOR Kupang. 
Namun kaj�annya belum komprehens�f 
membahas pengaturan serta 
mekan�sme tentang pembayaran uang 
penggant� oleh terp�dana t�ndak p�dana 
korups�. Penel�t�an �n� d�harapkan 
berguna member�kan sumbangs�h 
pem�k�ran dalam upaya pencegahan 
dan pemberantasan t�ndak p�dana 
korups� d� Indones�a ke depannya, 
d�antaranya sebaga� ber�kut pertama 
judul penel�t�an Efekt�v�tas P�dana 
Pembayaran Uang Penggant� Dalam 
T�ndak P�dana Korups� (Stud� Putusan 
T�ndak P�dana Korups� d� Pengad�lan 
Neger� Purwokerto) oleh Ade Paul 
Lukas2. Kedua penelitian oleh I Ketut 
Rai Setiabudhi berjudul Von�s Sanks� 
P�dana Tambahan oleh Hak�m Berupa 
Pengembal�an Kerug�an Keuangan 
Negara oleh Terp�dana T�ndak 
P�dana Korups� d� Pengad�lan Neger� 
Denpasar3

2 Lukas, A. P. (2010). Efekt�v�tas P�dana 
Pembayaran Uang Penggant� Dalam T�ndak 
P�dana Korups� (Stud� Putusan T�ndak P�dana 
Korups� d� Pengad�lan Neger� Purwokerto). 
Jurnal Dinamika Hukum, 10(2). do�: 
10.20884/1.jdh.2010.10.2.142

3 Set�abudh�, I. (2014). Von�s Sanks� P�dana 
Tambahan Oleh Hak�m Berupa Pengembal�an 
Kerug�an Keuangan Negara Oleh Terp�dana 
T�ndak P�dana Korups� D� Pengad�lan 
Neger� Denpasar. Jurnal Magister Hukum 
Udayana (Udayana Master Law Journal), 
3(2). do�:10.24843/JMHU.2014.v03.�02.p05

Aspek kebaruan penel�t�an penul�s 
adalah bahwa aparat yang melakukan 
tugas dalam t�ndak p�dana korups� d� 
s�n� adalah bertumpu pada peran dan 
kedudukan Kom�s� Pemberantasan 
Korups� (KPK) sebaga� lembaga 
�ndependen yang mem�l�k� fungs�, 
tugas, dan kewenangan khusus d� 
b�dang korups� yang berka�tan dengan 
uang penggant�. Pengaturan  tentang 
tata cara pembayaran uang penggant� 
korelas�nya dalam Peraturan p�dana 
d� Indones�a belum tampak ba�k 
dalam KUHAP, Undang-Undang 
tentang pemberantasan korups� dalam 
pencegahan dan pemberantasan 
korups� hal tersebut penul�s saj�kan 
pada rumusan masalah pertama. 
Pada rumusan masalah kedua ters�rat 
mater� yang akan d�bahas d�kaj� terka�t 
dasar pert�mbangan pembayaran uang 
penggant� d� masa yang akan datang 
dalam penyelesa�an perkara t�ndak 
p�dana korups�. 
Penel�t� atau penul�s-penul�s 
sebelumnya tentang pembayaran uang 
penggant� dalam t�ndak p�dana korups� 
belum tampak memunculkan t�ndakan 
KPK dalam melakukan t�ndakan 
perampasan aset (peny�taan) koruptor 
dengan menga�tkan adanya sangkaan 
terp�dana dengan t�ndak p�dana 
pembayaran uang penggant� dalam 
kasus p�dana korups�. 

Adapun tujuan dar� pembahasan 
dalam penel�t�an �n� dapat d�ura�kan dar� 
tujuan umum (het doel van onderzoek) 
dalam penel�t�an �n� adalah pertama 
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sebaga� sarana pengembangan �lmu 
hukum (rechtsbeofening) secara umum 
�lmu hukum p�dana pada khususnya, 
ya�tu tentang t�ndak p�dana atau del�k-
del�k yang tersebar d� luar KUHP, 
yang d�antaranya adalah t�ndak p�dana 
korups�. Kedua membuka wawasan 
penul�s akan pemahaman leb�h luas 
tentang t�ndak p�dana korups� dalam 
konsep keb�jakan penegakan hukum 
khususnya yang berka�tan dengan 
�de-�de pem�k�ran bag� pembaruan 
keb�jakan p�dana dalam ketentuan 
t�ndak p�dana korups� d� masa yang 
akan datang.

Sedangkan yang menjad� tujuan 
khusus (het doel in onderzoek) dalam 
penul�san �n� adalah untuk mengetahu� 
baga�mana keb�jakan penegak 
hukum dalam t�ndak p�dana korups� 
d� Indones�a dalam perspekt�f yang 
berlaku sekarang (ius constitutum) dan 
untuk mengetahu� baga�mana keb�jakan 
penegak hukum dalam art� formulas� 
terhadap t�ndak p�dana korups� dalam 
perspekt�f, t�ndak p�dana korups� yang 
akan datang (ius constituendum).

II. METODE PENELITIAN 
Karya �lm�ah �n� menggunakan 

metode penel�t�an normat�f ya�tu 
penel�t�an mengena� subtans� hukum 
yang terd�r� dar� ka�dah asas-asas 
hukum, doktr�n dan peraturan 
Perundang-Undangan sedangkan yang 
d�maksud dengan penel�t�an emp�r�s 
adalah penel�t�an mengena� struktur 
dan budaya hukum.4 Dalam penel�t�an 
4 Mukt� Fajar dan Yul�anto Achmad, 2010 

Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

�n�, konsep-konsep yang berka�tan 
dengan permasalahan yang d�tel�t�, 
yang berupa perundang-undangan dan 
doktr�n-doktr�n yang berkembang d� 
b�dang hukum t�ndak p�dana akan d�kaj� 
dengan menggunakan pendekatan 
konsep (conceptual approach).

Adapun sumber data yang 
d�gunakan untuk mendukung 
penul�san karya �lm�ah �n� d�dapat dar� 
dua sumber ya�tu Sumber Data Pr�mer: 
Bahan hukum pr�mer yakn� bahan 
hukum yang terd�r� dar� aturan hukum 
yang d�susun berdasarkan h�erark�. 
Adapun bahan hukum pr�mer yang 
d�gunakan ya�tu : perundang-undangan 
dan peraturan-peraturan la�n dalam 
b�dang korups� yang terka�t dengan 
permasalahan. Sumber Data Sekunder: 
Bahan hukum sekunder adalah bahan 
hukum yang d�peroleh melalu� l�teratur 
jurnal, pendapat parah ahl�, kasus 
hukum serta yang d�gunakan oleh para 
pakar terka�t dengan permasalahan �n�. 
Bahan hukum ters�er: Bahan hukum 
ters�er adalah bahan hukum yang 
member�kan petunjuk atau pejelasan 
bermakna terhadap bahan hukum 
pr�mer dan bahan hukum sekunder 
sepert� kamus hukum, ens�kloped� dan 
la�n-la�n.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Korups� merupakan gejala 

masyarakat yang dapat d�jumpa� 
d�mana saja. Sejarah membukt�kan 
bahwa hmp�r set�ap Negara d�hadapkan 

Empiris, pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 
28.
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dengan masalah korups� seh�ngga 
pengert�an korups� selalu berkembang 
dan berubah sesua� dengan zaman. 
Ist�lah korups� berasal dar� bahasa lat�n 
“corruptus” yang berart� kerusakan 
atau kebobrokan. Ist�lah korups� dar� 
beberapa Negara, d�paka� juga untuk 
menunjukkan keadaan dan perbuatan 
yang busuk. Korups� banyak d�ka�tkan 
dengan ket�dak jujuran seseorang 
d� b�dang keuangan.5 kerug�an yang 
dapat d�bebankan kepada terp�dana 
adalah kerug�an negara yang besarnya 
nyata dan past� jumlahnya sebaga� 
ak�bat perbuatan melawan hukum ba�k 
sengaja atau lala� yang d�lakukan oleh 
terp�dana.

Pasal 18 Undang-Undang RI No. 
20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 
T�ndak P�dana Korups� berbuny� 
sebaga� ber�kut :
1. Sela�n p�dana tambahan 

sebaga�mana d�maksud 
dalam K�tab Undang-Undang 
Hukum P�dana, sebaga� p�dana 
tambahan:

 a. Perampasan barang 
bergerak yang berwujud 
atau yang t�dak berwujud 
atau barang t�dak bergerak 
yang d�gunakan untuk atau 
yang d�peroleh dar� t�ndak 
p�dana korups�, termasuk 
perusahaan m�l�k terp�dana 
d�mana t�ndak p�dana 
korups� d�lakukan, beg�tu 

5 Mart�man. Prodjohamodjojo. Penerapan 
Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi 
UU NO. 22 Tahun2001, CV Maudar Maju 
Bandung. hlm. 6.

pula harga dar� barang yang 
menggant�kan barang-
barang tersebut;

 b. Pembayaran uang penggant� 
yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan 
harta benda yang d�peroleh 
dar� t�ndak p�dana korups�;

 c. Penutup seluruhnya atau 
sebag�an pal�ng lama I 
(satu) tahun.

 d. Pencabutan seluruh 
atau sebag�an hak-hak 
tertentu atau penghapusan 
seluruh atau sebag�an 
keuntungan tertentu, yang 
telah atau dapat d�ber�kan 
oleh pemer�ntah kepada 
terp�dana. 

2. J�ka terp�dana t�dak membayar 
uang penggant� sebaga�mana 
d�maksud dalam ayat (1) huruf b 
pal�ng lama dalam waktu 1 (satu) 
bulan sesudah putusan pengad�lan 
yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, maka harta 
bendanya dapat d�s�ta oleh jaksa 
dan d�lelang untuk menutup� 
uang penggant� tersebut. Dalam 
hal terp�dana t�dak mempunya� 
harta benda mencukup� untuk 
membayar uang penggant� 
sebaga�mana yang d�maksud 
dalam ayat (1) huruf b, maka 
d�p�dana dengan p�dana penjara 
yang lamanya t�dak meleb�h� 
ancaman maks�mum dar� 
p�dana pokoknya sesua� dengan 
ketentuan dar� Undang-Undang 
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�n� dan lamanya p�dana tersebut 
sudah d�tentukan dalam putusan 
pengad�lan. 
Salah satu cara untuk 

mengembal�kan kerug�an negara 
yang h�lang tersebut adalah dengan 
member�kan p�dana tambahan berupa 
pembayaran uang penggant�. Upaya 
�n� telah member�kan has�l ya�tu 
berupa pemasukan ke kas negara dar� 
has�l pembayaran uang penggant� 
dar� beberapa terp�dana yang telah 
d�tetapkan jumlah pembayaran uang 
penggant�nya. Uang penggant� sebaga� 
p�dana tambahan dalam perkara korups� 
harus d�paham� sebaga� bag�an dar� 
upaya pem�danaan terhadap mereka 
yang melanggar hukum. Dalam hal �n� 
hukum yang d�langgar adalah t�ndak 
p�dana korups�. Untuk memaham� 
leb�h lanjut tentang masalah �n� ada 
ba�knya meng�ngat kembal� konsep 
pem�danaan secara leb�h lengkap. 
Jen�s-jen�s pem�danaan tercantum d� 
dalam Pasal 10 KUHAP. Jen�s-jen�s 
�n� berlaku bag� del�k yang tercantum 
d�luar KUHP, kecual� ketentuan 
undang-undang �tu meny�mpang 
(pasal 103). Jen�s-jen�s pem�danaan 
�n� d�bedakan antara p�dana pokok 
dan p�dana tambahan. Pada pr�ns�pnya 
p�dana tambahan �tu hanya d�jatuhkan 
j�ka p�dana pokoknya d�jatuhkan. 
Jen�s-jen�s pem�danaan �tu adalah 
sebaga� ber�kut :
a. P�dana pokok mel�put� : p�dana 

mat�, p�dana penjara, p�dana 
kurungan, p�dana denda, dan 
p�dana tutupan.

b. P�dana tambahan mel�put� : 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hak�m.
Sanks� p�dana yang d�atur 

dalam UU Pemberantasan T�ndak 
P�dana Korups� ya�tu : p�dana mat�, 
ba�k berdasarkan pasal 69 KUHP, 
UU PTPK maupun berdasarkan hak 
tert�ngg� manus�a. P�dana mat� adalah 
p�dana terberat karena pelaksanaannya 
berupa penyerangan terhadap hak 
h�dup manus�a yang merupakan hak 
asas� manus�a yang utama. Sela�n �tu, 
t�dak dapat d�koreks� atau d�perba�k� 
eksekus� yang telah terjad� apab�la d� 
kemud�an har� d�temukan kekel�ruan. 
Untuk �tu hanya perbuatan p�dana 
yang benar-benar berat yang d�ancam 
oleh p�dana mat�. Pada set�ap pasal 
yang mencantumkan p�dana mat� 
selalu d�serta� alternat�f p�dana la�nnya 
seh�ngga hak�m t�dak serta merta past� 
menjatuhkan hukuman mat� kepada 
pelanggar pasal yang d�ancam p�dana 
mat�. M�salnya p�dana mat� atau penjara 
seumur h�dup atau p�dana sementara 
pal�ng lama 20 tahun sebaga�mana 
tercantum dalam pasal 340 KUHP. 
Pr�ns�p �n� juga d��kut� undang-undang 
la�n termasuk undang-undang PTPK. 
Hukum p�dana korups� merupakan 
salah satu p�dana khusus. P�dana khusus 
ya�tu p�dana yang pengaturannya 
secara khusus d�tujukan kepada 
golongan tertentu (sepert� m�l�ter) atau 
suatu t�ndakan tertentu (sepert� t�ndak 
p�dana korups�). Pr�ns�p pemberlakuan 
nya adalah hukum p�dana khusus leb�h 
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d�utamakan dar� p�dana umum. Sesua� 
asas umum hukum ya�tu lexgeneralis 
yang juga d�atur dalam KUHP pada 
pasal 63 ayat (2).

Sebelum mencar� tahu apa saja 
yang melatarbelakang� pembayaran 
uang penggant� korups�, terleb�h 
dahulu harus d�ketahu� alasan korups� 
d�jad�kan suatu t�ndak p�dana. Hal 
�n� sangat pent�ng terutama dalam 
mencar� keterka�tan antara perbuatan 
yang d�jad�kan t�ndak p�dana dengan 
sanks� apa yang seba�knya d�gunakan. 
Sehubungan dengan hal tersebut 
Sudarto mengungkapkan bahwa 
“Perbuatan yang d�usahakan untuk 
d�cegah dan d�tanggulang� dengan 
hukum p�dana harus merupakan 
perbuatan yang d�kehendak� ya�tu 
perbuatan yang mendatangkan 
kerug�an (mater�l dan sp�r�tual) atas 
warga masyarakat. Hal �n� d�lakukan 
untuk kesejahteraan dan pengayoman 
masyarakat yang harus sejalan pula 
dengan tujuan pembangunan nas�onal 
ya�tu mewujudkan masyarakat ad�l 
dan makmur”.6 Terl�hat bahwa 
korups� telah mengak�batkan pelaku 
memperoleh keuntungan f�nans�al 
dan sebal�knya negara sebaga� korban 
mender�ta kerug�an f�nans�al. Pada 
pokoknya korups� telah mengak�batkan 
kem�sk�nan, seh�ngga pelaku korups� 
harus d�kenakan p�dana tambahan 
berupa pembayaran uang penggant�.

P�dana pembayaran uang 
penggant�, termasuk p�dana tambahan 
yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) 

6  Ef� La�la Khol�s. Op – cit. hlm. 13.

UU PTPK. P�dana tambahan mem�l�k� 
beberapa perbedaan dengan p�dana 
pokok ya�tu :
1. Penjatuhan salah satu jen�s p�dana 

pokok adalah suatu keharusan 
atau �mperat�f. Sedangkan 
penjatuhan p�dana tambahan 
bers�fat fakultat�f. Apab�la dalam 
satu pers�dangan terbukt� bahwa 
terdakwa bersalah secara sah dan 
meyak�nkan maka hak�m harus 
menjatuhkan salah satu p�dana 
pokok sesua� jen�s dan batas 
maks�mum dar� rumusan t�ndak 
p�dana yang d�langgar tersebut. 
S�fat �mperat�f dapat d�l�hat pada 
rumusan t�ndak p�dana, d�mana 
terdapat 2 kemungk�nan ya�tu 
d�ancamkan salah satu p�dana 
pokok seh�ngga hak�m mau 
t�dak mau harus menjatuhkan 
p�dana sesua� rumusan tersebut 
atau dapat juga t�ndak p�dana 
yang d�ancam oleh 2 atau leb�h 
jen�s p�dana pokok seh�ngga 
hak�m dapat mem�l�h salah 
satu saja. M�salnya pada pasal 
2 ayat (2) UU PTPK mem�l�h 
jen�s p�dana seumur h�dup atau 
selama waktu tertentu antara 
4 tahun h�ngga 20 tahun. Pada 
p�dana tambahan hak�m boleh 
menjatuhkan atau t�dak p�dana 
tambahan yang d�ancamkan 
terhadap s� pelanggar m�salnya, 
hak�m dapat menjatuhkan salah 
satu p�dana tambahan pada pasal 
18 ayat(1) UU PTPK dalam hal 
terbukt� melanggar pasal 3 UU 
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PTPK. Walaupun pr�ns�pnya 
penjatuhan p�dana tambahan 
adalah fakultat�f tetap� terdapat 
beberapa pengecual�an m�salnya 
pasal 250 b�s KUHP.

2. Penjatuhan jen�s p�dana pokok 
harus bersamaan dengan p�dana 
tambahan (berd�r� send�r�) 
sedangkan penjatuhan p�dana 
tambahan harus bersamaan 
dengan p�dana pokok. 

3. Jen�s p�dana pokok yang 
d�jatuhkan, b�la telah 
mempunya� kekuatan hukum 
tetap d�perlukan pelaksanaan 
(executie) sedangkan p�dana 
tambahan t�dak. Pada p�dana 
pokok d�perlukan eksekus� 
terhadap pencapa�an p�dana 
tersebut kecual� p�dana pokok 
dengan bersyarat (pasal 14a) dan 
syarat yang d�tentukan �tu t�dak 
d�langgar. Pada p�dana tambahan 
m�salnya p�dana putusan hak�m.

4. P�dana pokok t�dak dapat 
d�jatuhkan kumulat�f sedangkan 
p�dana tambahan dapat d�lakukan. 
Akan tetap� dapat d�s�mpang� 
pada beberapa undang-undang 
termasuk UU PTPK.
Def�n�s� p�dana pembayaran 

uang penggant� dapat d�tar�k dar� pasal 
18 ayat 1 huruf b Undang-Undang 
No. 31 Tahun 1999 ya�tu : “Uang 
penggant� yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda 
yang d�peroleh dar� t�ndak p�dana 
korups�.” Untuk dapat menentukan 
dan membukt�kan berapa sebenarnya 

jumlah harta benda yang  d�peroleh dar� 
terp�dana dar� t�ndak p�dana korups� 
jangan hanya d�tafs�rkan harta benda 
yang mas�h d�kuasa� oleh terp�dana 
pada saat jatuhnya putusan pengad�lan 
tetap� juga harta benda has�l korups� 
yang pada waktu pembacaan putusan 
sudah d�al�hkan terdakwa kepada 
orang la�n. Pada prakteknya, putusan 
p�dana pembayaran uang penggant� 
bervar�as� besarannya yang dapat 
d�sebabkan beberapa faktor antara la�n 
sepert� hak�m mem�l�k� perh�tungan 
send�r� sebag�an has�l korups� sudah 
d�kembal�kan atau t�ndak p�dana 
korups� d�lakukan oleh leb�h dar� 1 
orang seh�ngga p�dana pembayaran 
uang penggant� d�bebankan bersama-
sama. Kendala dalam penjatuhan 
pembayaran uang penggant� dalam 
rangka penyelesa�an keuangan negara 
pernah d�ungkap oleh Ramelan 
adalah:
1. Kasus korups� dapat d�ungkap 

setelah berjalan dalam kurun 
waktu yang lama seh�ngga sul�t 
untuk menelusur� uang atau has�l 
kekayaan yang d�peroleh dar� 
has�l korups�.

2. Dengan berbaga� upaya pelaku 
korups� telah menghab�skan 
uang has�l korups� atau 
mempergunakan / mengal�hkan 
dalam bentuk la�n termasuk 
mengatasnamakan nama orang 
la�n yang sul�t terjangkau 
hukum.

3. Dalam pembayaran p�dana uang 
penggant�, s� terp�dana banyak 
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yang t�dak sanggup membayar.
4. Dasarnya p�hak ke-3 yang 

menggugat pemer�ntah atas 
barang bukt� yang d�s�ta dalam 
rangka pemenuhan pembayaran 
uang penggant�.
Masalah penetapan sanks� p�dana 

dan t�ndakan pada tahap keb�jakan 
leg�slas�, perumusan ketentuan 
sanks�nya banyak d�pengaruh� oleh 
konsep atau rancangan undang-
undang yang d�ajukan ke leg�slat�f. 
Menurut Barda nawaw� Ar�ef, 
“Strateg� keb�jakan pem�danaan dalam 
kejahatan-kejahatan yang berd�mens� 
baru harus memperhat�kan hakekat 
permasalahannya. B�la hakekat 
permasalahannya leb�h dekat dengan 
masalah-masalah d� b�dang hukum, 
perekonom�an dan perdagangan, maka 
leb�h d�utamakan penggunaan p�dana 
denda atau semacamnya”.

Penetapan sanks� hukum 
p�dana seharusnya d�lakukan melalu� 
pendekatan ras�onal. B�la berdasar 
pada konsep ras�onal �n� maka, 
keb�jakan Penetapan sanks� hukum 
p�dana seharusnya d�lakukan melalu� 
pendekatan ras�onal. B�la berdasar pada 
konsep ras�onal �n� maka, keb�jakan 
penetapan sanks� dalam p�dana 
t�dak terlepas dar� penetapan tujuan 
yang �ng�n d�capa� oleh keb�jakan 
kr�m�nal secara keseluruhan, yakn� 
perl�ndungan masyarakat. D�sebabkan 
p�dana sebaga� sarana untuk mencapa� 
tujuan �tu, maka haruslah d�rumuskan 
terleb�h dahulu tujuan pem�danaan 
yang d�harapkan dapat menunjang 

tujuan umum tersebut. Kemud�an, 
beror�entas� dar� tujuan �tu untuk 
menetapkan cara, saran atau t�ndakan 
apa yang d�lakukan. Tujuan adanya 
p�dana uang penggant� adalah untuk 
mem�dana seberat mungk�n para 
koruptor agar mereka jera dan untuk 
menakut� mereka yang melakukan 
t�ndak p�dana korups�. Sudah jelas 
bahwa korups� mengak�batkan pelaku 
memperoleh keuntungan f�nans�al dan 
sebal�knya negara mender�ta kerug�an 
secara f�nans�al .

ak�bat kerug�an yang d� tanggung 
negara pada akh�rnya berdampak pada 
berbaga� hal. bahkan korups� telah 
mengak�batkan kem�sk�nan, seh�ngga 
pelaku korups� harus d� kenakan p�dana 
pembayaran uang penggant�. Ak�bat 
t�ndak p�dana korups� yang terjad� 
selama �n� sela�n merug�kan keuangan 
negara dan perekonom�an nagara 
juga menghambat pertumbuhan dan 
kelangsungan pembangunan nas�onal 
yang menuntut ef�s�ens� t�ngg�. P�dana 
pembayaran uang penggant� mem�l�k� 
beberapa tujuan mul�a. Akan tetap� 
kontras dengan beban mul�a yang 
d�embannya, ternyata pengaturan 
mengena� p�dana uang penggant� 
justru t�dak jelas. Ba�k Undang-
Undang No. 3 Tahun 1971 yang hanya 
mengatur mengena� uang penggant� 
dalam satu pasal yakn� pasal 43 huruf c 
maupun undang-undang penggant�nya 
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 
serta  perubahannya Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2001 pada pasal 18 
m�n�mnya pengaturan mengena� uang 
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penggant� mengak�batkan munculnya 
berbaga� permasalahan. Salah satunya 
adalah dalam menentukan berapa 
jumlah p�dana uang penggant� yang 
dapat d�kenakan kepada terdakwa. 

Memang ada kesan akan 
men�mbulkan ket�dakad�lan bag� 
terdakwa karena harta bendanya 
yang d�peroleh dar� korups� belum 
tentu sama banyak dengan kerug�an 
negara yang t�mbul. Apalag� dalam 
hal terjad� penyertaan, akan sangat 
memb�ngungkan berapa harta mas�ng-
mas�ng terdakwa yang d�peroleh 
dar� korups�. “Apab�la terdakwa atau 
terp�dana membayar uang penggant�, 
maka jumlah uang penggant� 
yang d�bayarkan tersebut akan 
d�perh�tungkan dengan lamanya p�dana 
tambahan berupa p�dana penjara sebga� 
penggant� dar� kewaj�ban membayar 
uang penggant�”.
1. Terhadap kewaj�ban pembayaran 

uang penggant� yang terdakwa 
nya leb�h dar� 1 orang supaya d� 
dalam amar tuntutan d�sebutkan 
secara jelas dan past� jumlah 
kepada mas�ng-mas�ng terdakwa 
dan t�dak boleh d�sebutkan secara 
tanggung renteng karena t�dak 
akan member�kan kepast�an 
hukum dan men�mbulkan 
kesul�tan dalam eksekus�. 
Kesul�tan eksekus� yang terjad� 
ba�k menyangkut jumlah uang 
penggant� yang harus d�bayar 
oleh mas�ng-mas�ng terdakwa 
/ terp�dana maupun terhadap 
terp�dana yang t�dak membayar 

(atau membayar sebag�an) 
uang penggant� seh�ngga harus 
menjalan� hukuman badan 
sebaga� penggant� dar� kewaj�ban 
membayar uang penggant� 
tersebut.

2. Apab�la t�dak d�ketahu� secara 
past� jumlah yang d�peroleh 
dar� t�ndak p�dana korups� oleh 
mas�ng-mas�ng terdakwa / 
terp�dana, maka salah satu cara 
yang dapat d�pedoman� untuk 
menentukan besarnya uang 
penggant� yang akan d�gunakan 
kepada mas�ng-mas�ng terp�dana 
/ terdakwa adalah menggunakan 
kual�f�kas� turut serta pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHAP.
Untuk pelaksanaan petunjuk 

penentuan besaran uang penggant� 
supaya d�laksanakan secara tert�b 
dengan adm�n�stras� yang dapat 
d�pertanggung jawabkan d�serta� 
bukt�-bukt� yang akurat yang dapat 
d�pergunakan sebaga� bahan pelaporan 
has�l penyelamatan kerug�an keuangan 
negara oleh kejaksaan agung. Proses 
pelaksanaan putusan pengad�lan secara 
umum d�atur dalam Bab XIX KUHAP. 
Eksekus� hanya b�sa d�lakukan dalam 
hal putusan telah berkekuatan hukum 
tetap. Eksekus� d�lakukan oleh jaksa 
sebaga�mana d�atur dalam pasal 1 
but�r 6 jo pasal 270 KUHAP jo pasal 
30 ayat (1) huruf b undang-undang 
kejaksaan. P�dana pembayaran uang 
penggant� t�dak d�atur dalam KUHAP, 
yang mana p�dana �n� merupakan salah 
satu kekhususan PTPK. Dalam hal 
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hak�m menjatuhkan p�dana tambahan 
berupa pembayaran uang penggant� 
maka terp�dana d�ber� tenggang waktu 
sebulan sesudah putusan pengad�lan 
berkekuatan hukum tetap untuk 
melunas� nya. J�ka dalam waktu 
yang d�tentukan tersebut telah hab�s 
maka jaksa sebaga� eksekutor negara 
dapat meny�ta dan melelang barang 
benda terdakwa (pasal 18 ayat(2) UU 
PTPK).

Jaksa t�dak dapat memperpanjang 
batas waktu terp�dana untuk membayar 
uang penggant� sepert� p�dana denda 
yang d�atur pada pasal 273 (2) 
KUHAP. P�dana pembayaran uang 
penggant� dan p�dana denda mem�l�k� 
s�fat yang berbeda hal �n� dapat d�l�hat 
bahwasanya p�dana uang penggant� 
merupakan p�dana tambahan sedangkan 
p�dana denda merupakan p�dana 
pokok. Menurut W�ryono, walaupun 
jaksa t�dak dapat memperpanjang 
tenggang waktu pembayaran tetap� 
meng�ngat buny� pasal 18 ayat (2) 
UU PTPK maka jaksa mas�h dapat 
menentukan tahap-tahap pembayaran 
uang penggant�, tetap� tetap t�dak 
meleb�h� 1 bulan tersebut. Mater� 
pasal 18 ayat (2) UU PTPK d�jumpa� 
kata “...........harta bendanya dapat 
d�s�ta dan d�lelang.......” harta benda 
yang d�maksud d� s�n� m�l�k terdakwa 
d�gunakan maka harta tersebut 
d�rampas dengan menggunakan p�dana 
perampasan sesua� pasal 18 ayat (1) 
huruf b UU PTPK karena p�dana yang 
d�jatuhkan  berbeda. 

Dalam hal melakukan peny�taan 
terhadap harta benda terdakwa 
hendaknya meng�kut� tata cara 
peny�taan yang d�atur dalam penerapan 
eksekus� pembayaran uang penggant� 
menurut fatwa Mahkamah Agung RI 
No. 37 / T4 / 88 / 66 / P�d tanggal 12 
Januar� 1988 yang antara la�n :
1. Barang-barang terp�dana yang 

mas�h ada d�s�ta untuk kemud�an 
d�jual secara lelang guna 
memenuh� kewaj�ban p�dana 
pembayaran uang penggant�;

2. Peny�taan hendaknya 
d�kecual�kan atas barang-barang 
yang d�apaka� sebaga� penyangga 
mencar� nafkah terp�dana dan 
keluarganya,

3. Peny�taan hendaknya mengh�n-
dar� kesalahan peny�taan 
terhadap barang bukan m�l�k 
terp�dana agar jangan sampa� 
terjad� perlawanan dar� p�hak 
ket�ga.
Pasal 18 ayat (3) UU PTPK 

d�tentukan dalam hal terp�dana 
t�dak mempunya� harta benda yang 
mencukup� untuk membayar uang 
penggant� dalam tenggang waktu yang 
d�tentukan ayat (2) maka terp�dana 
d�p�dana penjara yang lamanya t�dak 
meleb�h� ancaman maks�mal p�dana 
pokoknya dan p�dana tersebut sudah 
d�cantumkan dalam putusan. P�dana 
subs�der penjara dalam pasal tersebut 
terl�hat terdapat 3 syarat :
1. P�dana subs�der baru berlaku 

dalam hal terp�dana t�dak 
mempunya� harta benda yang 
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mencukup� untuk membayar 
uang penggant�. 

2. Lamanya p�dana penjara 
penggant� t�dak meleb�h� 
ancaman p�dana maks�mum dar� 
pasal UU PTPK yang d�langgar 
terdakwa. 

3. Lamanya p�dana penjara 
penggant� telah d�tentukan dalam 
putusan pengad�lan. Dengan 
adanya ketentuan tersebut 
maka juga menjad� kewaj�ban 
hak�m dalam putusan untuk 
mencantumkan p�dana penggant� 
�n� mengh�ndar� apab�la uang 
penggant� t�dak dapat d�bayar 
seluruh atau sebag�an.
T�mbulnya pertanyaan, ad�lkah 

apab�la terdakwa hanya mampu 
membayar sebag�an uang penggant� 
(yang mana hal �n� sudah termasuk 
peny�taan dan pelelangan harta 
benda), karena ket�dakmampuannya 
membayar setengah lag� d�a harus 
melaksanakan p�dana penjara subs�der 
seluruhnya. Sepert� pada kasus seorang 
terp�dana korups� d�kena� putusan 
membayar uang penggant� kerug�an 
sebesar Rp. 1 m�l�ar subs�der 1 tahun. 
Namun s� terp�dana hanya mampu 
melunas� Rp. 900 juta, sedangkan 
Rp.100 juta s�sanya t�dak dapat d�tag�h 
karena terp�dana t�dak mempunya� 
uang lag� dan t�dak punya harta untuk 
d�s�ta. Ad�lkah b�la terp�dana �tu harus 
menjalan� hukuman badan 1 tahun 
karena sudah membayar Rp. 900 juta? 
Dalam kasus sepert� �n� mest�nya dapat 
menggunakan perh�tungan konvers� 
lamanya p�dana penjara dengan uang 

penggant� terp�dana korups� yang mas�h 
layak d�lakukan. Dengan dem�k�an, 
j�ka seorang terp�dana korups� hanya 
mampu membayar setengah uang 
penggant� dapat d� konvers�kan menjad� 
setengah p�dana penjara subs�der yang 
mest� d�tanggung.

P�dana tambahan berupa 
pembayaran uang penggant� merupakan 
keb�jakan kr�m�nal yang t�dak terlepas 
dar� keb�jakan yang leb�h luas, ya�tu 
keb�jakan sos�al (social policy) 
yang terd�r� dar� keb�jakan untuk 
mencapa� kesejahteraan masyarakat 
(social walfare) dan keb�jakan 
untuk perl�ndungan masyarakat 
(social defence).Oleh karena �tu 
p�dana tambahan pembayaran uang 
penggant� harus dapat d�tar�k dar� 
terp�dana korups� agar tercapa�nya 
kesejahteraan masyarakat. P�dana 
tambahan pembayaran uang penggant� 
dar� Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999 yang telah d�tambah dan d�rubah 
dengan Undang-Undang No. 20 
Tahun 2001 tentang pemberantasan 
t�ndak p�dana korups� merupakan 
tujuan dalam rangka menyelamatkan 
kekayaan / keuangan negara yang 
telah d�amb�l oleh pelaku korups� juga 
untuk menghukum seberat-beratnya 
pelaku korups�.

IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan ura�an-ur�an 

tersebut d�atas maka dapat d�tar�k 
kes�mpulan sebaga� ber�kut pertama 
hak�m dalam menjatuhkan amar 
putusan t�dak menjatuhkan putusan 
p�dana pembayaran uang penggant� 
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kepada terdakwa d�sebabkan karena 
majel�s hak�m mempert�mbangkan 
satu per satu unsur dan ketentuan 
dalam dakwaan pr�mer menurut 
pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 ya�tu unsur set�ap orang, 
unsur secara melawan hukum, unsur 
melakukan perbuatan memperkaya 
d�r� send�r� atau orang la�n atau suatu 
korporas�, unsur merug�kan keuangan 
negara atau perekonom�an negara, 
ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
Kedua Alasan terdakwa t�ndak p�dana 
korups� t�dak mau mengembal�kan 
keuangan negara dalam hal �n� 
membayar uang penggant� kepada 
negara antara la�n : terdakwa t�dak 
men�kmat� keuangan negara, harta 
kekayaan terdakwa t�dak mencukup� 
untuk menutup� kerug�an negara 
serta terdakwa telah terleb�h dahulu 
mengembal�kan keuangan negara.
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